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ABSTRAK

Studi ini mengkaji implementasi kerangka regulasi koperasi Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan amandemen selanjutnya dalam
memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur, kabupaten pesisir kaya sumber daya dengan ekosistem mangrove yang luas. Di luar
analisis regulasi konvensional, penelitian ini memperkenalkan proposisi baru secara
teoritis: mangrove berfungsi sebagai penyangga risiko keuangan bagi koperasi dan pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah, memoderasi kerentanan ekonomi melalui modal
ekologis daripada hanya berfungsi sebagai aset lingkungan. Dengan menggunakan desain
kuantitatif dengan pemodelan persamaan struktural Partial Least Squares, data
dikumpulkan dari 215 anggota koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di
enam kecamatan di Kabupaten Berau selama tahun 2023 hingga 2025. Hasil menunjukkan
bahwa kepatuhan terhadap regulasi secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja
koperasi (p = 0,512, p <0,001) dan ketahanan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah
(B=0,438, p <0,001), sedangkan modal ekosistem mangrove memberikan efek moderasi
yang signifikan secara statistik terhadap eksposur risiko keuangan (B = 0,317, p < 0,01).
Temuan ini memperluas teori kelembagaan dengan mengintegrasikan modal alam sebagai
moderator struktural dalam tata kelola koperasi, menantang asumsi yang berlaku bahwa
penyangga keuangan adalah instrumen moneter eksklusif. Studi ini berkontribusi pada
kebijakan publik dengan merekomendasikan penggabungan formal penilaian ekosistem
mangrove ke dalam kerangka penilaian risiko kredit koperasi dan penganggaran
pembangunan daerah di pesisir Indonesia.

Kata kunci: implementasi hukum koperasi; pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah, ekosistem mangrove; penyangga risiko keuangan; Pemodelan Persamaan
Struktural — Kuadrat Terkecil Parsial; Kabupaten Berau
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1. PENDAHULUAN

Kesenjangan yang terus-menerus
antara ambisi regulasi kooperatif dan
kinerja perusahaan di tingkat dasar
merupakan salah satu tantangan paling
konsekuensial yang dihadapi negara
berkembang dalam dekade pasca-pandemi.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Koperasi menetapkan
arsitektur dasar untuk pemberdayaan
ekonomi kolektif, namun implementasi
selama tiga dekade telah menghasilkan
hasil yang beragam dan seringkali
kontradiktif, terutama di kabupaten yang
bergantung pada sumber daya dan terpencil
secara geografis (Kementerian Koperasi
dan UKM, 2024). Urgensi untuk mengatasi
kesenjangan ini telah meningkat antara
tahun 2023 dan 2025, karena pemerintah
Indonesia  mempercepat  dorongannya
menuju transformasi ekonomi digital, yang
membutuhkan struktur tata kelola koperasi
untuk secara bersamaan mengelola defisit
kelembagaan lama dan menyerap tuntutan
integrasi keuangan digital (Bank Dunia,
2024).

Secara global, wacana tentang
hukum koperasi dan pengembangan usaha
kecil telah berkembang dari kerangka
peraturan murni menuju pemahaman yang
lebih  sistemik  tentang  kapasitas
kelembagaan, dana abadi teritorial, dan
ketahanan keuangan. Organisasi
Perburuhan Internasional (2023)
mendokumentasikan bahwa koperasi yang
beroperasi di zona pesisir yang diberkahi
secara ekologis menunjukkan
keberlanjutan keuangan yang terukur lebih

tinggi daripada rekan-rekan perkotaan atau
pedalaman mereka, sebuah temuan bahwa
keilmuan regulasi konvensional telah gagal
berteori secara memadai. Di Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur, persimpangan
ini sangat menonjol: kabupaten mengelola
sekitar 180.000 hektar hutan mangrove,
cakupan mangrove terbesar ketiga di
Indonesia, di samping sektor usaha mikro,
kecil, dan menengah yang berkembang
yang secara struktural masih kurang
terlayani oleh lembaga keuangan formal
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau,
2024).

Beasiswa yang ada tentang regulasi
koperasi dan pemberdayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah mengalami tiga
keterbatasan yang saling terkait. Pertama,
studi empiris sebagian besar berkonsentrasi
pada koperasi berbasis Jawa, menghasilkan
temuan transferabilitas terbatas ke konteks
pulau terluar yang ditandai dengan
keterpencilan geografis, ketergantungan
sumber daya alam, dan ketipis
kelembagaan (Prasetyo et al., 2023;
Maulana & Hidayat, 2024). Kedua, risiko
keuangan dalam tata kelola koperasi telah
diteorikan hampir secara eksklusif dalam
hal kecukupan modal moneter,
mengabaikan  peran penyangga aset
ekologis dan modal alam yang dimiliki
masyarakat pesisir dalam kelimpahan
(Nguyen et al., 2023). Ketiga, evaluasi
kebijakan implementasi hukum koperasi
sebagian besar bersifat kualitatif atau
deskriptif, tidak memiliki ketelitian
pemodelan persamaan struktural yang
diperlukan untuk memisahkan efek regulasi
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langsung  dari  variabel = moderasi
kontekstual (Sari & Wibowo, 2024).
Keterbatasan  ini secara  kolektif
menghasilkan kesenjangan penelitian yang
diposisikan untuk ditutup oleh penelitian
ini.

Kontribusi teoritis dari penelitian
ini ada dua. Pertama, ini memperluas teori
kelembagaan dengan mengusulkan bahwa
modal ekosistem mangrove beroperasi
sebagai moderator  struktural risiko
keuangan dalam nexus perusahaan
koperasi, mengkonseptualisasikan ulang
modal alam dari atribut lingkungan pasif
menjadi variabel tata kelola aktif. Kedua,
ini mengintegrasikan teori berbasis sumber
daya dengan teori kepatuhan peraturan
untuk membangun kerangka penjelasan
baru di mana kepatuhan peraturan, wakaf
ekologis, dan  kinerja  perusahaan
ditentukan bersama daripada terkait secara
berurutan.  Integrasi ini  membahas
kelemahan konseptual dalam literatur yang
ada dan menghasilkan proposisi yang dapat
diuji yang relevan langsung dengan pesisir
Indonesia  dan  konteks ekonomi
berkembang yang serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi hukum
koperasi dalam pemberdayaan usaha
mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten
Berau dan untuk mengkaji peran moderasi
modal ekosistem mangrove sebagai
penyangga risiko keuangan dalam kerangka
tata kelola koperasi-usaha.

2. TINJAUAN LITERATUR
2.1 Kepatuhan terhadap Peraturan dan
Kinerja Kooperatif

Hubungan  antara  kepatuhan
terhadap peraturan dan kinerja organisasi
kooperatif secara teoritis didasarkan pada
teori kelembagaan, yang mengemukakan
bahwa organisasi yang sesuai dengan
aturan kelembagaan formal mendapatkan
legitimasi dan akses ke sumber daya yang
diterjemahkan ke dalam hasil operasional
yang unggul (DiMaggio & Powell, 1983;
Scott, 2014). Penelitian ~ empiris
kontemporer, bagaimanapun,
mengungkapkan inkonsistensi yang terus-
menerus dalam hubungan ini. Prasetyo et
al. (2023), dalam sebuah penelitian
terhadap 312 koperasi di seluruh Jawa
Timur, menemukan bahwa kepatuhan
terhadap ketentuan hukum koperasi tentang
pelaporan  keuangan dan demokrasi
keanggotaan secara signifikan
memprediksi pertumbuhan tabungan bersih
(B=0,48, p<0,001). Maulana dan Hidayat
(2024) menguatkan temuan ini dalam
analisis pemodelan persamaan struktural
Partial Least Squares terhadap 189 koperasi
di Sulawesi Selatan, melaporkan efek
positif yang kuat dari kepatuhan terhadap
regulasi terhadap indeks kesejahteraan
anggota.

Namun demikian, studi-studi ini
memiliki batasan metodologis yang kritis:
mereka mengoperasionalkan kepatuhan
sebagai konstruksi biner atau ordinal, gagal
menangkap dimensi kualitatif internalisasi
regulasi versus kepatuhan performatif. Sari
dan Wibowo (2024) membahas hal ini
sebagian dengan memisahkan kepatuhan ke
dalam dimensi prosedural dan substantif,
menemukan bahwa hanya kepatuhan
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substantif , di mana koperasi benar-benar
mengintegrasikan  prinsip-prinsip ~ tata
kelola demokratis, menghasilkan efek
signifikan  pada  kinerja  keuangan.
Perbedaan  ini  memiliki  implikasi
mendalam untuk evaluasi kebijakan: sistem
pemantauan peraturan yang menilai
kepatuhan prosedural saja menghasilkan
sinyal kinerja yang menyesatkan. Selain
itu, tidak ada penelitian yang meneliti
dinamika kepatuhan di koperasi terpencil di
luar pulau di mana kapasitas penegakan
kelembagaan secara struktural lebih lemah,
menciptakan  kesenjangan metodologis
yang ditangani penelitian ini melalui
konteks Kabupaten Berau.
2.2 Ketahanan Keuangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah dan Hubungan
Kerja Sama

Ketahanan keuangan pada usaha
mikro, kecil, dan menengah diteorikan
sebagai  kapasitas  untuk
keuangan,

menyerap
guncangan menjaga
kelangsungan operasional, dan mencapai
lintasan pemulihan setelah gangguan
ekonomi (Brigham & Daves, 2019; Nguyen
et al., 2023). Lembaga koperasi telah lama
diposisikan sebagai mekanisme struktural
untuk meningkatkan ketahanan ini melalui
pengumpulan risiko kolektif, akses modal
bersama, dan pengurangan biaya transaksi
(International Cooperative Alliance, 2023).
Namun, bukti empiris terbaru dari Asia
Tenggara menantang asumsi bahwa
keanggotaan koperasi secara otomatis
diterjemahkan ke dalam peningkatan
ketahanan keuangan perusahaan.

Rahman dan Kurniawan (2024)
menemukan, dalam studi panel terhadap
420 usaha mikro, kecil, dan menengah di
Kalimantan, bahwa keanggotaan koperasi
meningkatkan ketahanan keuangan hanya
jika dipasangkan dengan keterlibatan aktif
dalam tata kelola koperasi, suatu kondisi
yang dipenuhi oleh kurang dari 38 persen
anggota terdaftar. Tran et al. (2023),
meneliti hubungan koperasi-perusahaan
Vietnam, juga mendokumentasikan bahwa
premi ketahanan keanggotaan koperasi
bergantung pada kualitas lingkungan
peraturan, dengan hukum koperasi yang
ditegakkan dengan buruk melemahkan
daripada memperkuat penyangga risiko
keuangan. Temuan ini secara kolektif
menunjukkan efek pengkondisian di mana
kualitas peraturan memoderasi hubungan
ketahanan kooperatif, sebuah wawasan
yang belum secara sistematis dimasukkan
oleh studi Indonesia yang ada ke dalam
kerangka analitis mereka.

2.3 Modal Alam, Mangrove, dan
Penyangga Risiko Keuangan:
Kesenjangan Teoritis

Literatur tentang modal alam dan
manajemen risiko keuangan secara teoritis
masih terbelakang dalam konteks tata
kelola koperasi. Ekonomi ekologi telah
lama mengakui ekosistem mangrove
sebagai penyedia penyediaan, pengaturan,
dan layanan budaya dengan nilai ekonomi
yang terukur (Costanza et al., 2014;
Barbier, 2016). Beasiswa yang lebih baru
telah mulai mengukur layanan
perlindungan keuangan mangrove: Losada
et al. (2024) memperkirakan bahwa tegakan
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mangrove utuh mengurangi kerusakan
akibat banjir pesisir rata-rata 36 persen per
kilometer garis pantai, menghasilkan nilai
mitigasi risiko yang setara dengan produk
asuransi formal dalam skenario cakupan
yang sebanding.

Namun, terjemahan fungsi mitigasi
risiko biofisik ini ke dalam wacana tata
kelola pengelolaan keuangan koperasi
masih belum ada dalam literatur. Tidak ada
penelitian yang ada, sepengetahuan penulis,
yang telah berteori atau menguji modal
mangrove secara empiris sebagai variabel
moderasi dalam kerangka kerja kepatuhan
terhadap peraturan dan kinerja perusahaan
yang kooperatif. Ketiadaan ini merupakan
kesenjangan yang signifikan secara teoritis:
di masyarakat pesisir di mana mata
pencaharian yang bergantung pada
mangrove merupakan basis pendapatan
utama bagi operator usaha mikro, kecil, dan
menengah, pengecualian modal ekosistem
dari model risiko keuangan menghasilkan
resep kebijakan yang secara struktural tidak
lengkap dan berpotensi menyesatkan. Studi
ini mengatasi kesenjangan ini dengan
memperkenalkan modal ekosistem
mangrove sebagai konstruksi moderasi
baru, memperluas teori berbasis sumber
daya ke dalam domain keuangan koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk
memeriksa, melalui analisis Structural
Equation Modelling Partial Least Squares,
apakah penerapan hukum koperasi secara
signifikan meningkatkan kinerja usaha
mikro, kecil, dan menengah dan ketahanan
keuangan di Kabupaten Berau, dan apakah
modal ekosistem mangrove memoderasi

hubungan antara eksposur risiko keuangan
dan hasil ketahanan perusahaan.
3. BAHAN DAN METODE
KUANTITATIF
3.1 Desain Penelitian dan Populasi
Penelitian ini menggunakan desain
eksplanasi kuantitatif dengan pendekatan
survei cross-sectional, yang dilakukan di
seluruh Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur, Indonesia, antara Oktober 2023 dan
Maret 2025. Populasi penelitian terdiri dari
seluruh anggota koperasi terdaftar dan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
yang berafiliasi dengan koperasi di
Kabupaten Berau. Berdasarkan data Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Berau
2024, jumlah penduduk terdaftar mencakup
1.847 anggota koperasi di 89 koperasi aktif
yang tersebar di enam kecamatan: Tanjung
Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk
Bayur, Pulau Derawan, dan Maratua.
3.2 Prosedur Pengambilan Sampel
Ukuran sampel ditentukan
menggunakan rumus Slovin dengan margin
of error 5 persen, menghasilkan sampel
minimal 329 responden. Pengambilan
sampel acak bertingkat proporsional
diterapkan di enam kecamatan, dengan
stratifikasi  tujuan  tambahan  untuk
memastikan representasi kecamatan pesisir
dengan cakupan mangrove yang signifikan
(Pulau Derawan dan Maratua) di samping
kecamatan pedalaman. Tanggapan valid
akhir yang dikumpulkan untuk analisis
berjumlah 215, setelah pengecualian
respons yang tidak lengkap dan outlier,
mewakili tingkat respons 76,8 persen dan
memenuhi ambang batas minimum untuk
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Pemodelan Persamaan Struktural — Analisis
Kuadrat Terkecil Parsial sebagaimana
ditetapkan oleh Hair et al. (2022).

3.3 Instrumen Pengukuran

Empat konstruksi laten
dioperasionalkan dan diukur melalui skala
multi-item yang divalidasi. Implementasi
UU Koperasi (CLI) diukur menggunakan
12 butir yang diadaptasi dari kerangka
kepatuhan peraturan Maulana dan Hidayat
(2024), yang menilai kepatuhan prosedural,
tata kelola substantif, dan transparansi
keuangan. Kinerja Koperasi (CP) diukur
menggunakan 9 item yang diadaptasi dari
indeks kinerja koperasi Prasetyo et al.
(2023), meliputi kepuasan anggota,
kesehatan keuangan, dan keberlanjutan
kelembagaan. Ketahanan Keuangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (MFRE)
dioperasionalkan melalui 11 item yang
berasal dari Nguyen et al. (2023), yang
mencakup stabilitas pendapatan, kapasitas
pengelolaan  utang, dan  kecepatan
pemulihan guncangan. Mangrove
Ecosystem  Capital (MEC)  diukur
menggunakan 8 item yang dikembangkan
secara de novo untuk penelitian ini,
menangkap pendapatan mata pencaharian
yang berasal dari mangrove, nilai jasa
ekosistem yang dirasakan, dan
pengurangan risiko keuangan terkait
mangrove, yang divalidasi melalui tinjauan
panel ahli oleh tiga ekonom dan dua
ilmuwan lingkungan.

Semua item diukur pada skala
Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju
dengan 5 = sangat setuju). Keandalan
ditetapkan melalui ambang batas keandalan

alfa dan komposit Cronbach di atas 0,70.
Validitas konvergen dikonfirmasi melalui
nilai ekstraksi varians rata-rata di atas 0,50,
dan validitas diskriminan dinilai melalui
kriteria rasio heterotrait-monotrait di bawah
0,85 (Hair et al., 2022).
3.4 Prosedur Analisis

Analisis data dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak SmartPLS
4.0 mengikuti prosedur analisis dua tahap.
Model pengukuran dinilai melalui analisis
faktor konfirmasi untuk menetapkan
validitas dan keandalan konstruk. Model
struktural dievaluasi melalui bootstrapping
dengan 5.000 sampel ulang untuk
menentukan koefisien jalur, statistik-t, dan
nilai-p. Analisis moderasi dilakukan
dengan memperkenalkan istilah interaksi
antara implementasi hukum koperasi dan
modal ekosistem mangrove untuk menguji
hipotesis buffering. Model fit dinilai
menggunakan residu kuadrat rata-rata akar
standar di bawah 0,08 dan indeks kebaikan
kesesuaian di atas 0,36.
4. HASIL

Distribusi ~ spasial ~ responden
mengungkapkan representasi berlebihan
yang disengaja dari kecamatan pesisir
(Pulau Derawan dan Maratua), yang
bersama-sama menyumbang 28,3 persen
responden meskipun hanya menampung
21,4 persen dari populasi koperasi terdaftar.
Pilihan desain ini mencerminkan fokus
teoritis studi pada modal ekosistem
mangrove, karena kedua kecamatan ini
mengandung 82,0 persen dari total cakupan
mangrove Berau.
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Semua  konstruksi  memenuhi
ambang batas keandalan dengan nilai alfa
Cronbach mulai dari 0,843 hingga 0,881,
nilai keandalan komposit dari 0,874 hingga
0,903, dan nilai varians rata-rata yang
diekstraksi dari 0,566 hingga 0,612,
semuanya melebihi ambang minimum 0,50
untuk validitas konvergen. Validitas
diskriminan dikonfirmasi, dengan semua
nilai rasio heterotrait-monotrait di bawah
0,85.

Data menunjukkan 61,4 persen
varians dalam kinerja koperasi (R*=0,614)
dan 58,7 persen varians dalam ketahanan
keuangan usaha mikro, kecil, dan
menengah (R? = 0,587). Residu kuadrat
rata-rata akar standar 0,063 dan indeks
kesesuaian 0,412
kesesuaian model yang dapat diterima.

mengkonfirmasi

Pemisahan longitudinal pada Tabel
4  mengungkapkan perbedaan yang
konsisten dan melebar dalam lintasan
ketahanan keuangan antara kelompok
paparan mangrove tinggi dan rendah.
Kelompok paparan mangrove yang tinggi
mencatat peningkatan 14,1 persen dalam
skor ketahanan keuangan di seluruh periode
penelitian dibandingkan dengan
peningkatan 5,1 persen pada kelompok
paparan rendah, perbedaan yang secara
substansial ~ dikaitkan dengan model
struktural secara substansial dengan efek
moderasi modal ekosistem mangrove pada
hasil kepatuhan terhadap peraturan.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kepatuhan terhadap Peraturan
sebagai Pendorong Kinerja Koperasi

Temuan bahwa  implementasi
hukum  koperasi  secara  signifikan
memprediksi kinerja kerja sama (B = 0,512,
p <0,001) sejalan dengan dan memperluas
argumen teori kelembagaan yang diajukan
oleh Prasetyo et al. (2023) dan Maulana dan
Hidayat (2024). Namun, besaran koefisien
jalur yang diamati dalam sampel berbasis
Berau ini jauh lebih tinggi daripada yang
dilaporkan dalam studi berbasis Jawa (rata-
rata B = 0,41 di seluruh studi yang
sebanding), divergensi yang disebabkan
oleh kelangkaan kelembagaan yang lebih
besar dari mekanisme tata kelola alternatif
di lingkungan pulau terpencil. Di mana
institusi formal tipis, kepatuhan terhadap
peraturan memperoleh signifikansi
organisasi yang tidak proporsional,
berfungsi tidak hanya sebagai sinyal
legitimasi tetapi sebagai pengganti tata
kelola  substantif untuk mekanisme
pemesanan pribadi yang lebih mudah
tersedia di lingkungan kelembagaan yang
lebih padat.

Temuan ini membawa implikasi
langsung terhadap strategi penegakan
peraturan. Di kabupaten terpencil seperti
Berau, pengembalian tata kelola marjinal
per unit kepatuhan terhadap peraturan
secara struktural lebih tinggi daripada di
Jawa, menyiratkan bahwa investasi
penegakan hukum yang ditargetkan di
koperasi pulau terluar menghasilkan
pengembalian kebijakan yang lebih unggul
dibandingkan dengan konsentrasi sumber
daya di sektor koperasi perkotaan yang
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sudah padat secara kelembagaan. Pembuat
kebijakan di Direktorat Jenderal Koperasi
harus memasukkan kepadatan
kelembagaan sebagai variabel eksplisit
dalam penegakan model alokasi sumber
daya.
5.2 Efek Moderator Modal Ekosistem
Mangrove: Signifikansi Teoritis dan
Praktis

Efek moderasi yang signifikan
secara statistik dari modal ekosistem
mangrove terhadap ketahanan keuangan
usaha mikro, kecil, dan menengah (f =
0,317, p < 0,01) merupakan temuan studi
yang paling konsekuensial secara teoritis.
Hasil ini menegaskan proposisi kebaruan
utama dari penelitian ini: mangrove
berfungsi sebagai penyangga risiko
keuangan bukan hanya sebagai fasilitas
lingkungan. Mekanisme ini beroperasi
melalui tiga jalur yang saling terkait.
Pertama, mata  pencaharian  yang
bergantung pada mangrove (perikanan,
ekowisata, hasil  hutan  non-kayu)
menghasilkan diversifikasi pendapatan
yang mengurangi koefisien variasi arus kas
rumah tangga, secara
meningkatkan kapasitas pembayaran utang.
Kedua, ekosistem mangrove mengurangi
frekuensi dan tingkat keparahan kerusakan
aset fisik akibat banjir pesisir dan

langsung

gelombang badai, mengurangi pengeluaran
setara asuransi untuk operator perusahaan.
Ketiga, identitas ekonomi masyarakat yang
terkait dengan mangrove memperkuat
modal sosial koperasi dan jaringan saling
mendukung, mengurangi moral hazard
dalam pengaturan keuangan kolektif.

Temuan ini beresonansi dengan dan
memperluas Losada et al. (2024), yang
mengukur layanan pengurangan risiko fisik
mangrove pada skala lanskap, dan Barbier
(2016), yang berteori tentang jasa
ekosistem sebagai pengganti instrumen
pasar formal dalam konteks ekonomi
berkembang. Studi ini memajukan literatur
ini dengan menyediakan, sepengetahuan
penulis, bukti empiris pertama Pemodelan
Persamaan Struktural Kuadrat Terkecil
Parsial tentang peran moderasi modal
bakau dalam kerangka tata kelola keuangan
kooperatif, yang merupakan kontribusi
metodologis dan teoretis yang asli.

5.3 Implikasi bagi Pelaku Usaha
Milenial dan Integrasi Ekonomi Digital

Data survei menunjukkan bahwa
responden di bawah usia 35 tahun, yang
merupakan 43,7 persen dari sampel,
menunjukkan skor kepatuhan terhadap
peraturan kooperatif yang lebih tinggi (rata-
rata = 3,84 versus 3,41 untuk responden di
atas 35 tahun) dan tingkat adopsi alat
keuangan digital yang lebih tinggi (62,3
persen versus 29,8 persen). Pola generasi
ini menunjukkan bahwa pelaku usaha
milenial di Berau lebih menerima dimensi
kepatuhan hukum koperasi, khususnya
persyaratan pelaporan elektronik yang
diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021, dan secara
bersamaan lebih mampu memanfaatkan
platform  digital untuk pengelolaan
keuangan koperasi. Namun, responden
milenial di kecamatan pedalaman dengan
paparan mangrove rendah menunjukkan
lintasan ketahanan keuangan yang jauh
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lebih rendah (perubahan rata-rata: +4,2
persen  dari 2023  hingga  2025)
dibandingkan dengan responden milenial
pesisir (+17,3 persen), menggarisbawahi
bahwa kemampuan digital saja tidak dapat
menggantikan ~ penyangga
ekologis yang disediakan oleh kedekatan

keuangan

mangrove.

Temuan ini memiliki implikasi
langsung  terhadap desain  program
pemberdayaan koperasi yang menargetkan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
milenial: intervensi kebijakan harus
mengintegrasikan insentif pengelolaan
ekosistem di samping program literasi
keuangan  digital, mengakui bahwa
ketahanan keuangan di pesisir Indonesia
diproduksi bersama oleh modal regulasi,
teknologi, dan ekologis secara bersamaan.
5.4 Memperkuat Kebaruan: Kerangka
Kerja Tata Kelola yang
Dikonseptualisasikan Ulang

Kerangka teoritis yang dibangun
dalam penelitian ini
mengkonseptualisasikan ulang tata kelola
keuangan koperasi sebagai sistem tripartit
di mana kepatuhan kelembagaan, modal
manusia, dan modal alam berinteraksi
daripada beroperasi secara independen.
Integrasi ini memperluas teori berbasis
sumber daya (Barney, 1991; Wernerfelt,
1984) dengan mengklasifikasikan jasa
ekosistem mangrove sebagai sumber daya
tingkat perusahaan dalam rantai nilai
koperasi-perusahaan, tunduk pada kriteria
nilai, kelangkaan, initirability, dan non-
substitutability. Koperasi pesisir di Berau
memiliki keunggulan kompetitif yang

diberkahi secara ekologis yang tidak dapat
direplikasi oleh koperasi pedalaman
melalui akumulasi modal keuangan saja,
asimetri strategis yang secara sistematis
diabaikan oleh kebijakan regulasi.

6. KESIMPULAN

Studi ini menetapkan bahwa
implementasi hukum koperasi secara
signifikan dan positif mempengaruhi
kinerja koperasi dan ketahanan keuangan
usaha mikro, kecil, dan menengah di
Kabupaten Berau, dengan koefisien jalur
masing-masing 0,512 dan 0,438, keduanya
melebihi tolok ukur berbasis Jawa yang
sebanding.  Kontribusi  teoritis  yang
menentukan studi ini adalah konfirmasi
empiris bahwa modal ekosistem mangrove
beroperasi sebagai variabel moderasi yang
signifikan dalam hubungan ketahanan
keuangan koperasi-perusahaan (f = 0,317,
p < 0,01), yang merupakan bukti
Pemodelan Persamaan Struktural Kuadrat
Terkecil Parsial pertama dari mekanisme
ini dalam literatur tata kelola koperasi
Indonesia.

Implikasi kebijakan ada tiga.
Pertama, Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah harus memasukkan
penilaian modal ekologis, khususnya
metrik jasa ekosistem mangrove, ke dalam
protokol penilaian risiko kredit koperasi
untuk kabupaten pesisir. Kedua, anggaran
pembangunan daerah di Kalimantan Timur
harus secara resmi mengalokasikan sumber
daya untuk konservasi mangrove sebagai
komponen infrastruktur ketahanan
keuangan koperasi, bukan hanya sebagai
pengeluaran lingkungan. Ketiga, investasi
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penegakan regulasi kooperatif harus
diprioritaskan ke kabupaten terpencil di
mana kelangkaan kelembagaan
memperkuat pengembalian tata kelola per
unit kepatuhan.

Penelitian ini mengakui beberapa
keterbatasan.  Desain  cross-sectional,
meskipun  mencakup  tiga  periode
pengumpulan data, tidak sepenuhnya
menangkap dinamika jangka panjang
antara perubahan peraturan dan evolusi
ekosistem. Konstruksi Modal Ekosistem
Mangrove, yang dikembangkan de novo,
membutuhkan validasi psikometrik lebih
lanjut di berbagai konteks pesisir.
Penelitian di masa depan harus memperluas
kerangka kerja ini ke kabupaten kaya
mangrove lainnya di Kalimantan dan
Papua, menggunakan desain  panel
longitudinal untuk menetapkan kausalitas
Granger antara modal ekosistem dan
ketahanan keuangan, dan mengeksplorasi
peran mediasi modal sosial dalam jalur
ketahanan mangrove.
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